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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Penulis dapat   menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Kerja 

pada perusahaan kapal pesiar Dive Cruise, yang di mana karyawannya dalam 

bekerja memiliki hak dan kewajiban yang harus diterima dan dijalankan, 

terdapat beberapa hak dari karyawan yaitu hak mendapatkan gaji pokok 

sebesar Rp. 3.500.000, hak mendapatkan uang lembur atau premi, hak 

mendapatkan tunjangan-tunjangan, hak untuk mendapatkan bantuan atau 

jaminan sosial, hak mendapatkan uang pesangon dan ongkos-ongkos kembali 

bagi pihak kedua atau karyawan ketika mengalami kecelakan pada saat 

bekerja, hak untuk dinaikan gaji berkala, hak mendaptkan makanan dan 

tempat tinggal. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja yang sudah di setujui oleh 

pihak I sebagai pemberi kerja dan pihak II sebagai penerima kerja sudah 

tercantum dalam surat perjanjian yang di buat bersama tersebut. Tetapi dalam 

hal ini pada hak bagian upah yang di dapatkan karyawan belum terlaksana 

sepenuhnya sebagaimana mestinya, khususnya dibidang pengupahan. 

 

5.2. Saran 

Penulis memberikan Saran bahwa segala pemenuhan hak-hak dan 

kewajiban dari karyawan yang di berikan oleh pihak I sebagai pengusaha atau 

pemberi kerja harus dapat dijalankan sepenuhnya baik dari pengusaha itu 

sendiri dalam pemenuhan kewajibannya sebagai pemberi kerja kepada 

karyawan, dan memberikan sepenuhnya hak-hak bagi karyawan yang 

dibutuhkan, khususnya pemenuhan hak dalam bidang pengupahan bagi 

perusahaan kapal pesiar Dive Cruise, di harapkan untuk bisa memenuhi 

kewajiban dalam hal bidang pengupahan bagi karyawan. 
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